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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Secara yuridis status keuangan Negara yang diinvestasikan dalam 
BUMN Persero adalah bagian dari keuangan Negara. Hal tersebut karena 
keuangan yang ada dalam BUMN Persero bersumber dari APBN 
sehingga harus dipertanggungjawabkan penggunanya, sebab uang 
tersebut berasal dari uang rakyat. Jadi, posisi BUMN Persero hanya 
sebatas mengelola saja namun tidak menghilangkan karakteristiknya 
sebagai uang Negara dan status keuangan Negara dalam BUMN Persero  
secara yuridis sudah diperkuat oleh Putusan MK RI No.48/PUU-XI/2013 
dan Putusan MK RI No.62/PUU-IX/2013 yang pada pokoknya 
menyatakan bahwa keuangan Negara yang diinvestasikan dalam BUMN 
tetaplah bagian dari keuangan Negara. Selain itu, Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), yang bekerja di BUMN juga menerima gaji atau upah dari 
keuangan Negara. 
2. Penafsiran Unsur merugikan keuangan Negara yang merupakan 
kelompok delik yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ternyata 
oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi  yang terjadi 
di BUMN Persero ditafsirkan secara berbeda-beda. Ada yang 
menafsirkan unsur kerugian keuangan Negara bisa diterapkan terhadap 
  
68 
 
kerugian akibat tindak pidana korupsi yang terjadi di BUMN Persero dan 
sebaliknya ada yang menafsirkan unsur kerugikan keuangan Negara 
tidak bisa diterapkan terhadap kerugian keuangan Negara akibat tindak 
pidana korupsi.   
B. Saran 
1. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang status yuridis keuangan Negara 
dalam BUMN Persero harus bisa menjadi yurisprudensi bagi hakim 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam mengadili setiap 
perkara yang terjadi di BUMN Persero, seperti putusan yang dikeluarkan 
oleh Pengadilan Negeri Jogjakarta, agar setiap pelaku yang melakukan 
tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan Negara tetap 
dijerat dengan UUPTPK. 
2. Bagi hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak 
pidana korupsi yang terjadi di BUMN Persero disarankan untuk bersikap 
profesional untuk tidak memberikan penafsiran bahwa keuangan yang 
ada dalam BUMN Persero bukan bagian dari keuangan Negara yang 
berujung pada penerapan unsur kerugian keuangan Negara tidak bisa 
menjangkau tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara 
karena secara yuridis normatif sudah jelas bahwa keuangan BUMN 
Persero bagian dari keuangan Negara, sehingga tidak ada lagi putusan 
bebas bagi pelaku korupsi yang telah merugikan keuangan Negara.  
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